WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 800/678 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI

Menimbang :

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sebagai
upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan kinerja
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka
dibutuhkan pejabat pimpinan tinggi yang sesual dengan
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan,
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan
pimpinan tinggi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

bahwa untuk menjamin pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang tertib, objektif,
transparan, akuntabel, kompetitif dan memberikan jaminan
prosedur yvang distandarkan khususnya dalam persiapan seleksi
terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tingg di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, maka diperlukan adanya Standar
Operasional Prosedur (SOF);

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Standar
Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Terbuka dan Kompetitif
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan Daerah [stimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);




Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat 1l Purbalingga. Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 140),

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitii
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 833);

14, Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi Terbuka dan
Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.




KEDUA . Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA - Hasil pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada Walikota Semarang,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 - 7 - 2021,

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;

2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

. Inspektur Kota Semarang;

. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;

. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  800/678 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA DAN
KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan
tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS
dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan  jabatan lain sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui
pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada
sistemm merit. Dengan sistemn merit tersebut, maka pelaksanaan promosi
jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan
sesual dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna
lebih menjamin pejabat pimpinan tinggi memenuhi kompetensi jabatan yang
diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Persiapan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka
dan Kompetitif berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan
kesinambungan karer PNS yang bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang adalah sebagai pedoman dalam persiapan penyelenggaraan seleksi
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
yang berkualitas, obyektif, transparan, kompetitif dan akuntabel berdasarkan
sistem merit.




C. SASARAN
Sasaran disusunnya Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi

Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ini adalah tersusunnya persiapan kegiatan pengisian pejabat pimpinan tinggi
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Persiapan Seleksi
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
meliputi penetapan jabatan yang lowong dan penyusunan perencanaan
seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Il. TAHAPAN PERSIAPAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

1. Melaporkan kondisi Jabatan Pimpinan Tinggi yang Kosong kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian;

2. Melaporkan rencana pelaksanaan seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur
Sipil Negara. Untuk pengisian jabatan Inspektur dan jabatan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mendapatkan ijin pelaksanaan
dari Menteri Dalam negeri melalui Gubernur;

3. Pembentukan Panitia Seleksi
a. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan

berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;

b. Panitia Seleksi terdiri atas unsur :

1) Pejabat pimpinan tinggi terkait di lingkungan Instansi Pemerintah
yvang bersangkutan;

2) Pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait
dengan bidang tugas Jabatan Pimpinan Tinggl vang lowong; dan

3) Akademisi, pakar, atau profesional.

¢. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 harus
memenuhi persyaratan :

1) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis,
bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
2] memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.

d. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan
paling banyak 9 orang;

e. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling
banyak 45%;

f. Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat
vang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan
kepegawaian dan memiliki tugas memberikan dukungan administratif
kepada
panitia seleksi.

4. Penvusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi;

5. Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi yang mengacu
kepada Standar Kompetensi Jabatan;

6. Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi;




7. Pengumuman Lowongan Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a, Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara
terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman,
media cetak, dan/atau media elektronik (termasuk media
on-line/internet);

b. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender
sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;

¢. Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara
terbuka dan kompetitif antar kabupaten /kota dalam 1 (satu) provinsi;

d. Dalam pengumuman tersebut harus memuar :

1) nama jabatan yang lowong;

2) persyaratan administrasi antara lain :
a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
b) fotokopi Surat Keputusan kepangkatan dan jabatan yang

diduduki;
c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
d) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
el riwayat hidup (CV) lengkap.
f) fotokopi sertifikat diklat kepemimpinan;
g) fotokopi sertifikat diklat teknis atau diklat fungsional:
h} fotokopi ijazah terakhir;
i} usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
j) mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian
instansinva; dan

k) sehat jasmani dan rohani.

3) persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan
Pakta Integritas;

4) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan
administrasi;

5) tahapan, jadwal dan sistem seleksi;

6) alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat
dihubungi;

7) prosedur lain yang diperiukan;

8) lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi; dan

9] pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

8. Pembiayaan
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Seleksi Terbuka

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang, perlu merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan

secara efisien pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang.



Isxar2g !
emued  N§  desuoy 5 NSV Lrep @8], veutdung
ISYae8 uwjeqe jnaduoy uepeyngia)
iU JEURIANIS Y90 NSV [=H] 1}afes  ueeuEsNe[ad euROUL
mueqip nmﬁhhm__:ﬂEE ._”Wu“_.u._”um .m_._._.._”.ﬂ.._.._w_n.m MS ISEpPLUatOag] ﬁmhﬂ—m A ISEPLUIIONaI BULIQUI | O
NEVH ISepLaLLoHap]
1emg dasuoy
Funynp
eep ElesaqIERUL], t5aur, neurdung
vewidur] uBlRqER[ uEjege mpgaduroy uep
NSVN mnadutoy uep exngial, BYNGIN  159a[es  ueewesHe[ad
IDUOISHUIOY URIIPRIYSY s¥a[ag LERLESYR2] I BUEILUZL ISEPUSLIIOH 2
ueyrensafuaiwl  yem|NSYM ISEPULONIY JRING | URY | |euRauay 1BING-jRING A |UEIEN@EEULT Uep  BWULSUap| +
NS
oy 1EEuyl weudwly umeqep
MJHM&EOM uep EXNQIF)
rddur ], vewndung TSNS UBBUESHE[2d BUBNII
18aun ], wemndun uelRqE uERgE nnaduwoy uexieduredfuap uep Fueiemag
Hnnadooy  wuep BYnogla], uEp B¥nqia, syaes BIOY YEIULLSUE] UBsunysur]
Junynp e1ep reLLSIP|ISHIRG bl LB UBBUBSNE[D]  BUBIUNY - Ip 1§du), uemdung  ueeqe
wmawniop  uewuBuad [euesuay BING 1EINS-1RIns dasuoy A Isipuoy  umiode ewleuap| €
Mdd epeday Busiemag
jruaw . BlOY YeluMawa ueBunydury
FueIRIIIG B0V YRIE] Huosoy Bued| €[ duosoy Jued Y ip 19dm] uewdang uepsqeE
sueiaIyes usnpeyay|@FIwm], uewmdmr] ueleqep 18], wemdong uereqer sipuny ueqtodelay uep 4444
UENIENSIALII rINEmM | rEER sRUIp BEJON Iejpep sEULP BlON geday  uelode]  emuouap| F
SitisiE dueremag v10Y YRIULSWI
Fuosoy Fued .mﬁ Fuosoq FueA usBunyTury 1p @8ur), usudg
rFou], weundory weleger @], uewdung uejEqE E uERQEQ  ISTpUOY  uUrHIode(@y
TEER SEUIpR B0 Iejjep ST BIOHN uBp  SEBEUIp  Blou  jEnguap] |
uedeyduars g [aRTRg JddME
ueduriajay Ll A h___E.m_.,_muﬂ._..“.,,..r...ww.um mWMM.mnﬁ L], HEVE | b5 ereday uEyEiBay O
e ny BUBENE]I]

DNYHYIWAS VILOM HV.LNIEHWHL NYONNHODNIT I
I2DNLL NVNIdWIL NV IVEVE ALLLLHdWON NVO YHNEAHL ISMETIS NYJVISHHd
ANAESOMd TYNOISVHEJD dYONVLS M0V NYOYH




IOIVHIA dVACOINEH

"‘ONVIVINAS VLOMITVM

=

adur], weurdug ISRISIUNIPE 18]35

tFur ], weundurg uejeqer Junadioy eureptad dewgey ueBusp (8],

uejeqer mnadwoy  uep UER  BYNqQal  18¥aas ueuidly uwjeqer  mnadooy

URIEpy JRING|ENNQa ] ISYI[g UBIeps]| pusll |uBIEpy 1 ING uep uEp 153398 uweLesyeE]ad
uBp  SUSOaM,  O[EEE|IBING UBp UsWnUINSuI | Q] |(UBmnwnsusg dasuoyg vemnmmsuad  oeymenpioap| 4

] wdur, ueurdug ueleqep

Janadwoy usp BYNgla) 1SHI[ES

daun], weurdung ueyegep 1L, wemdung uweyege uerUEsHE[ad urmnmnduad

s a[ag | mraduoy uBpeEyNQag, nnaduoy uBpeEyngIa) ueydeiaua uep ISHa[as

BIIUE] 1EUE1a0Nag Uajo1syalag URMBpRG 1RING Uep| P [15H3]3s uaeUEsyead useesHe[ad  BUELUII  ISH3I[IS
njuegp ISBISTHIIUPY |Uenum g uag dasuoy| (g1 |uveuedusrad usmwINNoOQ] ' epiued jeder ueyeuesyeap| 9

= Ia0
uedeyBuajay [asueg ded M
! Lt [ i
Y umSueimoy mnding e s e |y NSV |ewodmem | epyeg oo — -
n{EE 0 BUBSHR[3]




